WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR |5 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BELANJA
BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada proses
pencairan belanja tidak terduga di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe, maka perlu dikukan Perubahan Ketiga atas
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan
Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektir Undang-undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosjal, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
\Q‘/I?ngkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH,
BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor

20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Kota

Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, sebagai berikut:

a. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita
Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor ...); dan

b. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor
20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
(Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor....)

diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 68 disisip 1 (satu) ayat yakni
ayat (2a), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan
yang bersifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

(2a) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBK.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud

\Mpda ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.



2. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

(1) Pencairan dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa
BUD.

(2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dan
ditujukan kepada bank operasional sebagai mitra kerjanya.

(3) Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D Belanja Tidak

Terduga, sebagai berikut:

a. SPP.
1. surat pengantar SPP-TU;
2. ringkasan SPP-TU; dan
3. rincian SPP-TU;

b. SPM;

c. surat yang menyatakan bencana dari kepala wilayah/yang
berwenang;

d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

e. Surat Peryataan Pertanggungjawaban Belanja; dan

‘ f. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
|_APPIL 2020 M
pada tanggal  — oo A TBay 1441 H
ALIKOT, OKSEUMAWE,

UAIDI YAHYA
Diundangkan di Lhokseumawe

ada taneeal JAPEIL 2020 M
p 882l “ < A'AN 1441 H
SEKRETARIS DAE
KOTA LHOKSEUMAWE,
: l
T. ADNAN
BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 15
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